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PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR g TAHUN 2012 

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA 
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BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPA n BOMBANA

Menimbang a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) Undang-
undang nomor 1 f> tahun 2004 tentang pemeriksaan 
pengelolaan dan tanggungjavvab keuangan Negara, laporan 
hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan 
kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa -Keuangan 
Republik Indonesia kepada Bupati Bombana.

I ban wa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeiiksaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bombana tentang pedoman tindak lanjut 
Hasil Pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuingan Republik 
Indonesia pada pemerintah kabupaten Bombana.

Mengingat . j  Undang-Undang Nomor 28 Tahv.i 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beoas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Reoublik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 00 r"'};

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah 
dengan Undang '- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 
(m iang Pemberantasan Tindak l ’idana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890);

4. .Undang -Llndang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kolaka U^ara, Kabupaten Bombana, 
dan Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1339);



Negara (lembaran Nci^mi Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 ihin 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang - undi ng Nomor 32 Tahun J004 tentang
pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ‘1437); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, diubah terakhir dengan undang ~ undang
nomor 12 tahun 2003 tentang perubahan kedua atas undang
-  undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah (Lembaran Negara Repub.ik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

8. Undang - undang Nomor ’ 5 Tahun 2006 tentang Badan
pemeriksa keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 85, Tamoahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4654);

9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
pengelolaan keuangan Daerah (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaian Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah I.oinor 33 Tahun 2007 tentang 
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, 
pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
kabupat.cn/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan M enten Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak lanjut hasil
nemeriksaan Etadan Pemeriksa Keuangan.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 
Tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2007 
Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 
Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Eombana 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2007 Nomor

17);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN TINDAK 
LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN BOMBANA.

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dala n pcratu:-*an Pupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Dacah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangk it daerah sebagai Unsur 

Pcnyelengga -a 1 'cmerin tah Dac ra 11.
3. Bu p j 1 i adalah Bupati Bombana.
4. V 'alni Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Inspektorat adalah inspektorat Kabtipaten Bombana.
7. f spoktur adalah inspektur Kabupaten Bombana.
8. Sdtuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat. Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Beraba ia.

9. F.arlana Pemeriksa Kenangana Republik Indonesia yang selanjutnya disebul 
BPK XI iu'alah badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia, perwakilan 
provinsi Su'awesi Tenggara.

10. Leporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya di sebut LH P adalah Laporan 
l lusi l  P e m e r ik s a a n  BPK K’l, meliput i  p e m e r ik s a a n  K e u a n g a n ,  p e m e r ik s a a n  

kinerja,dan pemeriksaan dengan t,ajuan tertentu.
11.Tindac Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah 

t. ldak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada pemerintah Kabupaten 

Bombana yang selanjutnya disebut Tim 'rT1Tn BPK RI adalah Tim yang 
diberi'uk oleh Bupati untuk Melaksanakan TLHP BPiv RI.

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
. Maksud 

Pasal 2
Mak: ud ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi
Pemerintah Di erab dalam menindaklanjuti Hasil pemeriksaan BPK-RI.

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah a g a r  tindak Lanjut terhadap 
Hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan 
akuntabel meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP 
BPK RI



KU/ NG L1NGKIJ ’
Pasal 4

Ruang lingkup pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan 
‘ pelaooran TLHP BPK RI, melipuli :

e. Peviviiiksaan keuangan,
b. Pemeriksaan kinerja, 
e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

J) Sistematika pedoman TLHP ;ni meliputi :
I. Pendahuluan 

U. Kaksud dan tujuan 
IH Ruang lingkup
IV. TLHP BPK RI
V. Tim TLHP BPK RI

V, Re lapor: n Tim TLHP BPK RI.
VII S,and - '¡^ rasional Prosedur Tim TL1IP BPK R..

.2) Isi, Vuatan dax. rincian pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
lercantum dalam lampiran I,II,III, sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari 
peraturan bupati ini.

Sega'a pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada 
APBD kabupaten Bombana.

Ilal I 'I yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Oleh Zupati, sesuai ketentuan 
peraturar., perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar set:ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bombaua.

BAB IV 
OUSTEMATIKA 

Pasal 5

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Diundangkan di Rumbia

O  T T 'O T 'T ' A A D n  A !  1 T/ d n t  m  a v-%.



'LAMARAN 1 PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR : 0 TAHUN 2012
TANGGAL : 1 MARET 2012
TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK 
INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA.

SISTEMATIKA PEDOMAN LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA

I. PENDAHULUAN
Dalam rangka menghauapi tuntutan perkembangan dan pencapaian 

sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur 
De.nerintah daerah dan masyarakat mempunyai perin yang sangat strategis 
dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga 
diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur 
p;merintah daerah dalam menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik 
igood governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh 
peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus 
¿ari mulai rencana pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai 
dit’rdak lanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yaag optimal, maka 
sc: ia p temuan hasil aparat pengawasan ekstern dan intern, wajib di 
tin-iaklanjuti oleh pimpinan SKPD secara konsisten dan berpanggung jawab. 
Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupaken bagian dari upaya 
p-jrbaikar manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan 
akar men 'oro 'ig pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah daerah.

"'.ndak il Hasil Pemeriksaan BPK KM lelah dialur dalam Undang 
Undang N om' r  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
20CC» tentang Badan Pemeriksa Keuangan . Dalanr Undang-Undang tersebut 
dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung 
jawE b wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI, dan 
merradi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam 
kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara maksimal'

H isil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan 
disaj'kan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah pemeriksaan 
selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan 
kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun 
pemeriksaan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksa m BPK RI disampaikan kepada DPRD 
se suai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan 
membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikn kepada DPRD, 
laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada Pemerintah daerah. 
I alam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK 
d gunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan koreksi dan 
penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah 
d’periksa (audited iinancial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum 
disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, d,m diberi 
kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan 
LKP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan LHP BPK RI yang disampaikan 
kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK
RL



II. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintahan 

I abupaten Bombana dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi 
yemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah kabupaten 
bc mbana bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI 
uecara efektif, efisien dan a cuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, 
pelaksanaan, pemantaua dan pelaporan TLHP BPK RI.

III. RJANG LINGKUP
Ruang Lingkup Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada 

pemerintah Kabupaten Bombana mencakur» pelaksanaan, pemantauan 
dan pelaporan TLHP BPK RI, Yaitu :
?. Pemeriksaan keuangan

«laporan Hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini).
2. Pemeriksaan kinerja

(laporan hasil pemeriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, 
kesimpulan, dan rekomendasi).

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
(laporan hasil pemeriksaan dengan tujuari tertentu BPK RI akan 
menghasilkan kesimpula n).

IV. TiNDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan o'eh BPK Rl kepada 

iupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada inspektorat 
untuk selanjutnya tim TLHP BPK RI vang dibenluk ol:h bupali 
menindaklanjuti LUP BPK id dengan batas wakt r paling lambat 60 enam 
pi.Iuh (Uari) metelah LHP diterima sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangpr*.

V. TLvi TLHP BPK Rl
Un*.uk melaksanakan koordinasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah 
(DPRD) kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti laporan hasil 
oemeriksaan BPK RI pada pemerintahan kabupaten Bombana, yang tidak 
dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan 
oleh DPRD kabupaten Bombana kepada Badan Pemeriksaan Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) , dibenluk tim TLHP BPK RI pada 
pemerintahan kabupaten Bombana.

IV. Tim TLHP BPK RI, terdiri atas : '

, Tim Tindak: Lanjut.

a. Wakil Bupati Bombana selaku Pe n a n ggu n g j awa b Tim TLHP BPK RI 
mengkordinasikan pelak: anaan TLIIP BPK RI selelah diterimanya 
LHP BPK Rl.

b. Inspektur selaku tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK Rl 
berkoordinasi dengan penanggungjawab untuk :
a. Mempelajari dan mengidentifikasikan kondisi, kriteria, dan 

rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan 
TLHP kepada SKPD sebagai anggota tim;

b. Menyusun/atau membuat rencana aksi TLHP BPK RI; dan
c. Mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK RI dan membuat 

kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 
(enam puluh) hari k dender dengan SKPD/anggota tim.



2. Tim Asistensi bertugas
mengevaluasi dan menganalisa kesepakatan mengenai penyelesaian 
hasil Tim Tindak Lanjut unl uk  di rekomendasi ke Tim Sekretariat;

L Tim Sekretariat bertugas
Untuk menginventarisasi, membuat dan melengkapi hasil pantauan 
Tindak Lanjul yang telah di asistensi unluk disampaiakan kepada 
Bupati Bombana sebagai bahan laporan ke BPK RI dan DPRD Kab.
Bf ¡nbana.

V L.^ LAPORAN TLHP H PK RI

SK PD yang menindaklanjuti temuan LH P BPK RI melaporkan pelaksanaan 
lii da'danjut LUP kepada BPK RI fian DPRD sesuai ketentuan peraturan 
ptrundang-undangan,- sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati 
n’ ilnlui Inspektur selaku Ketua tim TLHP BPK RI.

Penanggung jawab tim Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil 
kerja tim kepada Bupafidan DPRD paling sedikit tiap 'S (enam) bulan.



VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL 
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.



LAMP1RANI Ii PERATURAN BUPAT! BOMBANA 
NOMOR . 0 TAHUN 20] 2
TANGGAL : \ MARET 2012

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN BOMBANA.

TIME SCEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN TIIfDAK LANJUT 
HASIL PEMERIKSAAN BPK-Ri 

KABUPATEN BOMBANA

No Prosedur
Jangka wakru 

penyelesaian sejak 
berkas diterima

1 BFK R) menyampaikan laporan Hasil Pemeriksa 
kepada DPRD Kabupaten Bombana dan Bupati 
Bombanp dengan tembusan kepada Inspektur 
IIabup<?':on F ombana

Selambat-lambatnya 2 
bulan setelah menerima 
laporan keuangan dari 
pemerintah kabupaten 
Bombana

2 Sekreta ris mempelajari dan mengidentifikasi 
kcndisi, criteria, dan rekomendasi atas LPH BPK
RV

5 hari

3 Sekretaris membuat rencana aksi tindak lanjut 
LPH BPK RI (TLHP BPK RI) 5 hari

4 Sekretaris incnsosialisasikan Rencana Aksi TLPH 
BPK RI dan membuat kesepakatan waktu 
penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 
hari kalender

5 hari

5 Ar.ggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan 
mengenai waktu penyelesaian TIJIP BPK RI dan 
mempelajari kondisi,kriteria ,dan rekomendasi 
ja~ig telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai 
bidang tugasnya

10 hari •

6 Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas 
TLHP BPK RI yang telah di laksanakan sebagai 
bahan laporan

5 hari

7 Se.icretaris melakukan koodinabi dengan DPRD 
Kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti 
hasil pengawasan BPK RI

5 hari
i

3

I

Ar.ggcta Tim TLHP menindaklanjuti dengan 
w em buat/melengkapi / inem pertanggungjawabki m 
dan / atau menyetor uang ke kas Daerah 
dan/atnu Kas Negara sesuai dengan rekomendasi 
BPK RI

15 hari

9 Anggota Tim TLPH melaporkan hasil TLPH.kepada 
BPK RI dan DPRD Kabupaten Bombana melalui 
penanggung awab dan Sekretaris Tim TLPH 
BPK RI

5 hari

10 Penanggung jawab melaporkan hasil TLPH BPK 
RI Kepi da Bupati Bombana untuk disampaikan 
kepadf y. RI dan DPRD Kabupaten Bombana

5 hari

Jumlah 60 hari



Formulir/ dokumen yang digunakan :
1. -.aooran hasil pemeriksaan BPK RI
2. Himpunan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan 6PK RI sementara 

pada pemerintah kabupaten Bombana
3. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.


